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Abstract
Abstrak

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Pasif” ini akan
membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif yang menerima harta
kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dan sistem pembuktian pada perkara tindak pidana
pencucian uang. Kesemua hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.
111/Pid.Sus/2011/PN.Clp. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No0.1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalis terhadap permasalahan melalui pendekatan
asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundangundangan, dimana pengumpulan bahan dilakukan dengan library research (penelitian
kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan bahan dari berbagai sumber
bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan
dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, pertama
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan
kepada pelaku pasif yang menerima uang atau harta kekayaan hasil dari tindak pidana sesuai
dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana. Kedua, dalam sistem
pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uang pasif tersebut sama halnya dengan
persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Pasif
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Abstrack

Criminal Responsibility for Perpetrators of Passive Laundering Crimes” will discuss
criminal liability for passive perpetrators who receive assets derived from the proceeds of criminal
acts and the system of evidence in money laundering criminal cases. All of these things can be
seen in the Cilacap District Court Decision No. 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp. and Central Jakarta
District Court Decision No.1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.

The research method used is a research method carried out with a normative juridical
approach, namely by analyzing problems through a legal principles approach and referring to
legal norms contained in statutory regulations, where the collection of materials is carried out
using library research, namely conducting research using materials from various reading sources
such as statutory regulations, books and the internet which are considered relevant to the problems
to be discussed.

The results of the research as an answer to the above problems are, firstly, criminal
liability for perpetrators of money laundering crimes can be imposed on passive perpetrators who
receive money or assets resulting from criminal acts in accordance with the elements that must be
fulfilled in criminal liability. Second, the evidentiary system in passive money laundering criminal
cases is the same as in trials in general, namely based on evidence plus the judge's belief.

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang

Kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada kejahatan jalanan (street crime) akan
tetapi sudah berkembang juga kejahatan kerah putih (white collar crime) salah satunya adalah
mengenai money laundering® atau biasa dikenal dengan sebutan pencucian uang. Negara Indonesia
saat ini sedang menghadapi gerakan anti rezim pencucian uang, yang mana dizaman yang modern
ini banyak sekali terjadi berbagai bentuk dan jenis kasus-kasus kejahatan dalam bentuk tindak
pidana pencucian uang.

Money Laundering secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan
uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap. Kata money dalam
istilah money laundering berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai dirty money, hot
money, illegal money atau illicit money. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam,
berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.?

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara
normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak
pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil

! Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, him, 1.
2 N.H.T.Siahaan, 2005, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, him, 5

Universitas Audi Indonesia Page 2



.- . JOURNAL JURISTIC :
Journal Juristic VOL.1, No.?2

2809-2198 (Online - Elektronik) (2020) : OKTOBER

tindak pidana.® Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal.

Secara ilegal uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa

keuangan seperti pasar modal dan bank. Secara legal uang itu diperoleh secara legal menurut

ketentuan yang berlaku.*

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat
merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau
keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.®> Dalam konteks kepentingan nasional
ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk
Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para
pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana
pencucian uang dapat dicegah atau diberantas antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam
setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:®
1. Penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak
pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral
(cheque, wesel bank, sertifikat deposito,
dan lain lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan
3. Transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak

pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama

bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.

Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui

asal usul Harta Kekayaan Tersebut.

4. Menggunakan Harta Kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaaan
yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui
penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (clean money),
untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang
dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk
meraih keuntungan (benefit oriented). Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang
menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan
untuk dilakukan.’

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan
perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari
tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (organized crime) maupun individu

N

3 Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

4 Adrian Sutedi, Op.cit, him, 69.

® R.Wiyono, 2014, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, Sinar Grafika, Jakarta, him.4

6 1bid, him. 4-5

" Ivan Yustiavandana,Arman Nefi, dan Adiwarman, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal,
Ghalia Indonesia, Bogor, him. 6.
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yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya dengan
tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana
tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset
tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal .8

Perkembangannya tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku

aktif, namun tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pelaku pasif. Tindak Pidana Pencucian Uang
pasif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangl1 yang berbunyi :
“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).”

Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seperti halnya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3
dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5, oleh Pasal 5 sendiri tidak diberikan
kualifikasi sebagai tindak pidana Pencucian Uang. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5
disebutkan termasuk tindak pidana Pencucian Uang disebutkan dalam Pasal 6. Selanjutnya dengan
mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam
perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau
disebut tindak pidana Pencucian Uang adalah Pasif.°

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur
meansrea-nya bersifat dolus pro parte culpa, sebagaimana terlihat dari katakata “diketahuinya”
atau “patut diduganya”. Dapat ditambahkan bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan yang
dimaksud dengan “diketahuinya” adalah unsur kesengajaan tetapi mungkin pula diliputi kealpaan
atau patut diduganya vyaitu merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidak tidaknya
pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang
mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.©

Adapun kasus yang menunjang dalam pertanggungjawaban pidana pencucian uang pasif salah
satu contoh kasusnya yang terjadi di Cilacap, Dalam hal ini, Rinal Kornial cucu dari mantan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Marwan
Adli diketahui menerima aliran dana dari hasil peredaran narkotika yang dilakukan oleh bandar
narkoba Hartoni dan Syaffrudim alias Kapten, kakek terdakwa Marwan Adli menfasilitasi
peredaran narkoba didalam lapas dan memanfaatkan rekening anak dan cucunya untuk
mendapatkan uang dari hasil peredaran narkoba. Oleh karena perbuatannya tersebut Rinal Kornial
harus mempertanggungjawabakan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Terdakwa

8 1bid, him.4

% R.Wiyono, Op.cit, him. 71.

10 Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
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terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman
hukuman menurut pasal tersebut maksimal lima tahun penjara.!

Kasus lain yang berkaitan dengan pencucian uang pasif pasif adalah Putusan Nomor
1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst. Dalam hal ini sesorang pria bernama Ropin Meyer Ranald Sianturi,
didakwa dalam dakwaan lebih subsidair pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia nomor 8
tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang
menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, harta kekayaan yang dikirim melalui
rekening pribadi oleh orang yang tidak dikenalnya yang bernama George Humpton yang berasal
dari tindak pidana penipuan. Terdakwa sempat merasa curiga dengan transfer dana yang dilakukan
oleh George Humpton kepadanya, namun oleh karena Terdakwa dijanjikan pekerjaan, Terdakwa
tetap mau menerima transfer dana dari George Humpton Akibatnya terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara satu (1) tahun dan tiga (3) bulan®?

2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang
pasif ?
2. Bagaimana sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif)
yaitu metode penetian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dengan meneliti
bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan adalah merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan
berbagai data skunder seperti peraturan perundang Jenis penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu metode penetian hukum yang
mempergunakan sumber data sekunder, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang
berkaitan. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah merupakan
penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.™®

Sifat penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni
suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang
ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Misalnya kondisi atau
hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau
efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisi
dan dilakukan pengambilan kesimpulan.t*

1 Gregorius Magnus Finesco, Terima Aliran Dana, Anak Cucu Marwan Pun Ikut Dibui,
http://regional.kompas.com/read/2012/01/13/16241780/Terima.Aliran.Dana.AnakCucu.Marwan.Pun.| kut.Dibui,
Diakses pada tanggal 3 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB.

12 pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst

13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, him 13

14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, him. 35
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C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif
Pertanggungjawaban pidana pada tindak pencucian uang pasif adalah salah satu upaya untuk

memintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menerima

atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah bentuk pertanggungjawaban
pidana yang bersifat pribadi. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-undang

TPPU adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan.®
Hal ini didasarkan pada Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen Straf Zonder

Schuld, actus non facit reum, nisi mens sit rea) untuk dapat mencari ,,kesalahan® (schuld) maka

kita harus mengetahui yang dimaksud kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu

kesalahan adalah keadaan psychic yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan dan adanya
hubungan pada keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga
orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa

“kesalahan” adalah keadaan psychic (batin) tertentu pada orang yang melakukan perbuatan, dalam

pola tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan pidana, dan harus dicari dimana adanya keadaan

psychic (batin) pada unsur-unsur pidana tersebut.®

Dengan demikian adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana pencucian uang erat
hubungannya dengan keadaan psychic akan perbuatan “menerima atau menguasai’, setelah
ditemukan bahwa keadaan psychic akan berdekatan dengan perbuatan “menerima atau menguasai

“yang merupakan unsur objektif dari Pasal 5 ayat (1) . Untuk adanya kesalahan, harus ada

kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tindak pidana pencuciang uang pasif yang ditentukan

oleh keadaan psychic yang menentukan adalanya kesalahan berupa dengan tekad, dengan
keinginan, dengan kemauan, dengan kehendak, dengan niat, dengan maksud, dan dengan
sengaja.’

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik meliputi :

a. Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

b. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan,
pengalinan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1)

15 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit, him 75.

6 Th Irman, Op.cit him, 57

7 1bid. him 59

18 Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
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c. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut didunganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Q).

Dua delik yang pertama menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif
sedangkan delik yang ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun
apabila dilihat dari unsur sunyektif atau mens rea, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan
kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari
kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati
unsur subyektif tersebut dapat dikatakan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas
kesalahan (mens rea) terhadap pelaku delik.®

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) TPPU adalah :

a. Unsur Subyektif adalah mengetahui atau patut menduganya yang didalam penjelasan Pasal 5
menyebutkan yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi
setidaktidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang
diketahuinya yang mengsyaratkan adanya pelanggaran hukum.

b. Unsur objektif adalah perbuatan menerima atau mengusai menguaai, penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan harta kekayaan. mengusai maknanya mendapat atau menampung dan
sebagainya sesuatu yang diiberikan atau dikirimkan sedangkan mengusai artinya berkuasa
atas, memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengendalikan.?

Menurut Pasal ini yang dapat dapat dihukum misalnya orang yang menerima atau menguasai
harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang bisa dikatakan sebagai pelaku pasif, karena
dengan menggunakan frasa “menerima dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif. Perbuatan
yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang terjadi dalam hubungan keluarga antara
kakek dan cucunya.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur mensrea dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu kesengajaan apabila dilihat dari fakta-
fakta yang ada. Dalam teori kesengajaan, kata “sengaja” mempunyai makna bahwa sesorang yang
menerima atau menguasai dan seterusnya seperti didalam unsur objektif dalam Pasal 5 ayat (1)
maknanya menyadari, menginsyafi, mengerti dan tujuannya memang untuk itu didalam
perbuatannya yang mempunyai akibat pidana atau akibat yang dapat dikenakan sanksi.

Bahwa ternyata pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp atas nama terdakwa Rinal
Kornial modus yang dilakukan oleh terdakwa dalam pencucian uang pasif dengan “membantu
melakukan” atau ambil bagian untuk memudahkan orang lain dapat menikmati hasil kejahatan dari
rangkaian suatu tindak pidana asal yaitu Narkotika. Terdakwa memberikan bantuan kepada
Marwan Adli yang merupakan kakek dari terdakwa karena Indentitas (KTP) Marwan Adli
ketinggalan di Bekasi, dengan cara membuka rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani

19 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit, him 74
20 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2003, Edisi Ill, him. 1183
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Cilacap atas nama Terdakwa Rinal Kornial nomor rekening 0960579267, selanjutnya Terdakwa
Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Marwan Adli,
berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, ternyata untuk setoran awal pembukaan rekening
terdakwa adalah sebesar Rp. 185.000.000,- yang diberikan oleh Marwan Adli untuk disimpan
dengan cara membuka rekening BCA, tetapi dalam formulir pembukaan rekening BCA atas nama
Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Marwan Adli dan sepengatahuan terdakwa justru
menyampaikan kepada petugas bank perihal asal usul uang adalah sebagai uang pemberian orang
tua terdakwa sebagai bekal sekolah bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas,
ternyata rekening Terdakwa Rinal Kornial nomor 0960579267 yang dikuasai oleh Marwan Adli
ternyata telah dipergunakan oleh Marwan Adli untuk menerima sejumlah uang dari saksi Hartoni
Jaya Buana Padahal dalam diri terdakwa dapat saja mengetahui atau patut menduga asal usul Harta
kekayaan yang masuk ke Nomor rekening terdakwa yang dikuasai oleh kakeknya, dari perbuatan
terdakwa diambil pengertian patut menduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana adalah?!:
1. Transaksi atau proses yang tidak wajar;

2. Transaksi yang tidak sesuai prosedur;

3. Transaksi yang tidak dengan aturan yang ada;

4. Transaksi yang tidak sesuai lazimnya

Dalam teori pertanggungjawaban hukum diterangkan bahwa, seseorang Yyang
bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan suatu sanksi dalam
karena perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena
perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab, selanjutnya dijelaskan
bahwa tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap
merugikan oleh pembuat undangundang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan
akibatnya.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku aktif saja, pelaku pasif
juga dapat pula melakukan kejahatan dibidang pencucian uang. Kejahatan yang dilakukan ini
sangat terkait dengan modus operandi menggunakan pihak ketiga dalam proses terjadinya tindak
pidana pencucian uang pasif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Seseorang dapat
dikatakan sebagai pelaku pasif karena melakukan perbuatan “menerima atau menguasai” harta
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang pasif
sebagai berikut :

1. Penempatan (Placement)

Placement adalah tahap awal dari pencucian uang. Placement adalah tahap yang paling lemah

dan paling mudah untuk dilakukan pendekteksian terhadap uapaya pencucian uang. Placement

adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem
keuangan (financial sistem) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, setifikat,
deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik di dalam

2L TB Irman, Op.cit, him 272
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negeri maupun di luar negeri.?? Dengan Placement dimaksudkan “the physical disposal of
cash proceeds derived from illegal activity”. Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses
pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu
diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang
tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum.?

2. Pengaburan (Layering)
Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya
melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau
lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat melalui serangkaian transaksi yang
kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.?*
Hubungan antara “placement” dan “/ayering ” adalah jelas. Setiap prosedur “placement’” yang
berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah juga salah satu bentuk
“layering”. Strategi “layering” pada umumnya meliputi, antara lain, dengan mengubah uang
tunai mgnjadi aset fisik, seperti kendaraan bemotor, barang-barang yang mahal, atau “real
estate”. 2°

3. Integrasi (Integration) Tahap akhir dalam tindak pidana pencucian uang yaitu integration.?
Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang
telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi
harta kekayaan yang halal (clean money). Integration pada dasarnya adalah tahapan dimana
pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana telah
dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi.?’
Jadi dalam integration, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya
berhasil melalui layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah
menjadi uang halal (clean money) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi
kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.?

Dari teori tersebut, kasus diatas dengan terdakwa Ropin Meyer Ranald Sianturi, adalah
pelaku pasif yang menerima dan menguasai harta kekayaan yang berasal dari George
Humpton yang merupakan pelaku aktif dari tindak pidana pencucian uang. Terdakwa Ropin
melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara kedua dengan yaitu pelapisan (layering),
terdakwa menerima dana yang dikirim oleh pihak yang belum dikenalnya dan memanfaatkan
ketidaktahuan terdakwa dengan mentransfer dana beberapa tahap kesistem perbankan dan
terdakwa menikmati dana tersebut berupa fee dari George Humpton sebagai bentuk balasan
karena telah membantu proses penerimaan dana yang berasal dari tindak pidana penipuan.
Perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur mens rea berupa kesengajaan apabila

22 |bid
23 Adrian Sutedi, Op.cit, him.,19.
24 1bid, him.,20
% |bid, him.,21
% |van Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarman, Op.cit, him.,63
27 | bid
28 Adrian Sutedi, Op,cit, him.,22.
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dilihat dari fakta-fakta yang ada. Terdakwa yang dijanjikan pekerjaan oleh George Humpton,
melakukan perbuatan pidana dengan menerima transferan dana dengan cara membelokkan
transfer yang seharusnya dikirimkan ke rekening PT Sila Jaya Abadi namun dibelokkan ke
rekening Terdakwa hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Pengiriman dana yang
didasarkan pada pengetahuan terdakwa, terdakwa bisa saja patut menduga dana yang dikirim
adalah dana yang berasal dari tindak pidana dan bisa saja menolak transfer dana dari pihak
George Humpton. Namun terdakwa tetap menerima atau menguasai dana yang diterimanya,
sehingga unsur kesengajaan pada diri terdakwa dapat dipenuhi dan majelis hakim
berkesimpulan terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dan dapat dimintai
pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif Berdasarkan kasus
atas nama terdakwa Ropin Meyer Ranald Sianturi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri
Pusat bahwa hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya padahal
jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa merugikan PT Sila Jaya Abadi, dan hal yang
meringankan terdakwa bahwa terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan, terdakwa
mempunyai isteri dan seorang anak yang dilahirkan pada saat terdakwa menjalani masa
penahanan dalam perkara ini, dan terdakwa belum pernah dihukum. Hal inilah yang dikatakan
bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada landasan yuridis semata, melainkan ada
faktor-faktor lain yakni berdasarkan pada hati nurani yang merupakan faktor Non Yuridis.
Dilihat dari modus yang dilkakukan terdakwa dengan cara menerima atau menguasai dana
yang dikirimkan kepadanya, terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan
terdakwa, terdakwa disini telah berkomunikasi baik dengan George Humpton dengan
menggunakan media sosial facebook. Melaksanakan apa yang perintahkan oleh George
Humpton untuk mengirimkan uang ke negara Nigeria sebagai balasan terdakwa mendapatkan
fee Hal ini jelas perbuatan terdakwa dan George Humpton dilakukan agar asal usul uang
tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum.

Dalam menafsirkan pengertian unsur obejtif pada diri terdakwa yang menerima atau
menguasai penempatan, pentransferan, hibah, harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak
pidana, majelis hakim memutuskan berdasarkan pada fakta bahwa Terdakwa juga
menerangkan kalau Terdakwa sempat merasa curiga dengan transfer dana yang dilakukan oleh
George Humpton kepadanya, namun oleh karena Terdakwa dijanjikan pekerjaan, Terdakwa
tetap mau menerima transfer dana dari George Humpton. Perbuatan Terdakwa dalam
menerima transfer dana dari George Humpton, seharusnya terdakwa patut menduga dana
transferan yang dikirim ke rekening Terdakwa berasal dari hasil tindak pidana.

Unsur subyektif yaitu mengetahui atau patut menduga dana yang dikirimkan kepadanya
merupakan hasil dari tindak pidana.dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan yang dimaksud dengan
“patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan,
keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyartatkan
adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini terdakwa sempat merasa curiga kepada George
Humpton namun karena dijanjikan pekerjaan terdakwa tetap menerima dana yang berasal dari
tindak pidana.
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Melihat kasus diatas, persoalan tindak pidana pencucian uang pasif dapat dilakukan dengan
beberapa modus operandi salah satunya dalam perkara ini menggunakan pihak ketiga melalui
media sosial facebook Hal ini disebabkan faktor pendorong maraknya pencucian uang salah
satunya karena sangat cepatnya kemajuan teknologi.?® Kemajuan teknologi yang paling
mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan
munculnya internet yang memperlihatkan perkembangan kemajuan yang luar biasa. Dengan
kemajuan teknologi informasi tersebut, maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi.
Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisasi
(organized crime). Seperti contoh diatas pencucian uang yang dilakukan dengan media sosial
facebook melintasi batas batas negara. Rasa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai
modus terjadinya tindak pidana pencucian uang pasif, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak
yang tidak bertanggungjawab yang mempunyai kepentingan guna mendapat keuntungan
prbadi.

b. Sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna
menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim
tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses
pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang diterapkan hakim dalam
menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian
terhadap aspekaspek sebagai berikut :*

a. Perbuatan —perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti

b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan
kepadanya

c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu

d. Pidana apakah yang dilakukan sehunungan dengan perbuatan-perbuatan itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang didalam Pasal 35 dimana disebutkan
bahwa untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa
harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Hal ini sesuai dengan penjelasan
dari péasal tersebut yang dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian/reversal of burden of
proofs!

Menurut sistem ini dibalikan beban pembuktiannya dari penuntut umum kepada terdakwa,
dimana terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya yang dimilikinya bukan
merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 atau dalam hal
ini berlaku asas praduga bersalah (Prescumtion of gult) dimana terdakwa telah dianggap
menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebalikya.

2 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, HIm 39
30 Lilik Mulyadi,Op.cit him 66
31 Sutan Remy Sjahdeini Op.cit him 218
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Sekalipun Undang-Undang TPPU menganut Asas pembalikan beban pembuktian, namun
kejaksaan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengajukan dakwaan tanpa mengajukan bukti-bukti
mengenai telah dilakukannya oleh terdakwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain
yang terkait dengan pencucian uang, kejaksaan sekurang-kurangnya harus telah memiliki bukti-
bukti permulaan yang kuat yang memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan mengetahui atau
sepatutnya mengetahui Harta Kekayaan tersebut meruapakan hasil tindak pidana®?

Sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal asas pembuktian terbalik diatur dalam Pasal
78 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
pencucian Uang yang berbunyi® :

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim
memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan
perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1)

2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal
atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara
mengajukan alat bukti yang cukup.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN.ClIp
Kasus yang terjadi dalam putusan No 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp tersebut terdakwanya Rinal
Kornial Dijatuhkan vonis majelis hakim 1 (satu) tahun penjara. Terdakwa telah terbukti secara
sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang pasif seperti yang diatur
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Pasif. Menurut analisis penulis dalam
kasus ini, Pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara ini disesuaikan dengan Alat bukti
yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Bagi hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah ditentukan
oleh undang-undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitatif sebagai alat
bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebutlah hakim akan
menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana atau tidak. Di dalam Pasal 73 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa
alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah :
a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

32 |bid, him 219.
33 pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
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b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

secara elektronik dengan alat optik atau alat yang berupa optik dan dokumen.
Namun dalam perkara ini, majelis hakim tidak terpaku pada urutan pemeriksaan yang diatur
dalam KUHAP dan sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-Undang TPPU,
bahwa selama proses pemerikasaan dipersidangan mengenai tindak pidana pencucian uang
yang dilakukan oleh terdakwa Rinal Kornial sistem pembuktian yang digunakan adalah sama
halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan
keyakinan hakim karena penerapan pembalikan beban pembuktian tidak digunakan oleh
terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya dipersidangan, namun majelis hakim tetap
memerintahkan terdakwa untuk menjelaskan terlebih dahulu asal-usul dari harta kekayaan
yang dikuasainya tersebut, dan bukan menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh
terdakwa, karena untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidananya maka Penuntut Umum
tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya. Dalam Hal sistem pembuktian yang
dikenakan terhadap Rinal Kornial dalam fakta-fakta dipersidangan dan didukung oleh alat
bukti terdakwa dengan kesadarannya tidak membantah telah membantu kakeknya untuk
memberikan kemudahan orang lain agar dapat menikmati hasil kejahatan dari rangkain suatu
tindak pidana asal yaitu narkoba. yang berkibat mengancam stabilitas dan integritas sistem
perekonomian dan sisten keuangan serta sendi-sendi kehiduapan masyarakat, bangsa dan
negara.

Menurut penulis, putusan yang telah diberikan oleh majelis hakim dirasa telah sesuai
dengan fakta-fakta dipersidangan dan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis
(sosiologis), selain itu terdakwa juga belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
Hal ini dapat dijadikan suatu tindakan represif, sehingga terdakwa tidak akan melakukan
tindak pidana lagi serta dapat menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan
kejahatan serupa.

2. Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst

Dalam hal sistem pembuktian yang dikenakan terhadap terdakwa Ropin Meyer Ranald

Sianturi dalam memberikan kesaksiannya dipersidangan terdakwa tidak mengakui

perbuatannya menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

Menurut analisis penulis, selama pemeriksaan dipersidangan mengenai tindak pidana

pencucian uang pasif yang dilakukan terdakwa, sistem pembuktian yang digunakan adalah

sama halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan pada alat bukti ditambah

dengan keyakinan hakim. Terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh

undang-undang untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya. Sehingga berdasarkan

kesaksian terdakwa dan didukung oleh keterangan ahli, saksi-saksi dan barang bukti :

1) 1 (satu) bundel resi pengiriman uang Western Union;

2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri No. Rekening 1220004464379 a.n. Ropin Meyer
Ranald Sianturi;

3) 1 (satu) buah KTP a.n. Ropin Meyer Ranald Sianturi;

4) 1 (satu) bundel Print out percakapan Facebook Messenger Ropin M R Sianturi dengan
George Humpton berikut terjemahannya;
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5) 1 (satu) lembar Invoice Be Forward Co. Ltd. a.n. George Humpton;

6) 1 (satu) unit Handphone merk HP warna hitam;

7) 1 (satu) unit Laptop Merk Fujitsu warna hitam;

8) 1 (satu) bundel print out percakapan

9) 1 (satu) lembar Copy bukti transfer Asia Commercial Bank Dong NaiBranch;

10) 1 (satu) lembar copy Invoice Jooco Dona Ltd Vietnam;

11) 1 (satu) lembar copy Invoice Jooco Dona Ltd Vietnam palsu;

12) 1 (satu) lembar copy Sales Contract PT. Sila Jaya Abadi dengan Jooco Dona Ltd.
Vietnam;

13) 3 (tiga) lembar Copy Commercial Invoice (Pengiriman Barang) PT. Sila Jaya Abadi ke
Jooco Dona Ltd Vietnam;

14) Uang sebesar Rp. 329.302.667.060,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua
ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

15) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri ke BRI Kantor Kas PMJ No. Rek.
122201000012301 a.n. RPL 088 Polda Metro Jaya,;

16) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening a.n. Ropin Meyer Ranald
Sianturi;

17) 1 (satu) bundel Print out rekening tabungan Mandiri No. Rek. 1220004464379 a.n.
RopinMeyer Ranald Sianturi

Semua alat bukti saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung pembuktian terhadap

terdakwa Ropin Meyer Ranald Sianturi walaupun terdakwa tetap membantah tidak melakukan

tindak pidana pencucian uang pasif, hakim tetap berkeyakinan terdakwa Ropin Meyer Ranald

Sianturi telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pasif.

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif
Pertanggungjawaban pidana pada tindak pencucian uang pasif adalah salah satu upaya
untuk memintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku
yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bentuk
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah
bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi. Sistem pertanggungjawaban
pidana yang dianut oleh Undang-undang TPPU adalah sistem pertanggungjawaban pidana
berdasarkan kesalahan.Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh
pelaku aktif saja, pelaku pasif juga dapat pula melakukan kejahatan dibidang pencucian
uang. Kejahatan yang dilakukan ini sangat terkait dengan modus operandi menggunakan
pihak ketiga dalam proses terjadinya tindak pidana pencucian uang pasif yang diatur
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku
pasif karena melakukan perbuatan “menerima atau menguasai” harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1),
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2. Dalam sistem pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uang pasif tersebut sama
halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan
keyakinan hakim.

6. Daftar Pustaka
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